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Penegakan Hukum yang Ideal Juga Perlu Keterlibatan Masy

® PERLUKAH ..
Sambungan Jar Hal 10

HAL penting yang akan dibahas dalam
tulisan ini adalah langkah apa yang dapat
dﬂmlkmagnrhnkimmyakmn
untuk

pembunuh maut biarlah menjadi mnah
para aparat pencgak hulkum, meski jujur
hares kita katakan bahwa Pengadilan
harus dapat membuat pulusan yang
adilbermartabat dan bermanfant bagi’
banyak orang (the greatest people for the
greatest number)

Psikotropika di satu sisi merupakan
obat atay bahan yang bermanfaat di
bidang pengobatan atau pengembangan
ilmw/ pengetahuan. Akan tetapi disisi
lain dapat menimbulkan ketergantungan
dan sangat merugikan apabila

+ digunakan tanpa pengendalian dan

pengawasan yang ketat. Inilah yang
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mendorong pemenintah mengeluarkan
Undangundang no 5 tahun 1997 tentang
Psikotropika. Bahkan Pemerintah juga
sudah meratifikasi Konvensi Wina tahun
1988 tentang pemberantasan narkotika
dan psikotropika melalui Undang-
undang no 7 tahun 1997, Langkah
ratifikasi i menunjukkan adanya
kesungguhan dari Pemerintah untuk
mengatasi tindak pidana psikotropika
Dengan adanya Undang-undang
tersebut, maka keberadaan psikotropika
di Indonesia adalah sah. Sayangnya
banyak pemakai yang e
mcnynlahgumkan bukan untuk
kesehatan laapx untuk kep gan lamn
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sudah diubah dengan Undang-undang
no 35 tahun 1999 telah banyak
dilakukan oleh aparat penegak hukum
dan pelakunya banyak mendspatkan
vonis hukuman mati,

{social eingineering) sebagnimani
dikatakan oleh Roscoe Pound. Akan tetupi
pendekatan nomna hukum tidak
menimbulkan efek jern karena secara

empiris tindak pidana psikiropika malah
semakin meningkat.

Sehub dengan bal tersebut di

dan berd. k pada ker mental
dan fisik.

Dari aspek substansi hukum, xjnk
diundangkannya Undang-undang no 5
tahun, 1997 tentang psikotropika
tersebut, penegakan hukum terhadap
tindak pidana psikotropika dan
narkotika sebagaimana diatur dalam
Undang-undang no 22 tahun 1997 yang

atas, moka penanganan tndak pidana
psikotropika harus dilakukan ckstra
keras dan melibatkan berbagai
komponen termasuk masyarakat
mengingat tindek pidsna ini masuk
dalam extra ordinary crimes.

Peran masyarakat tersebut misalnya
upaya pencegahan, kewajiban untuk
melaporkan adanya tindak pidana
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Penegakan hukum tindak’
psikotropika selain ‘menggun
hukum acara gaimas

dalam Undang-undang
tentang KUHAP juga'di
hukum acara khusus’ seb





